
   

 

 

 

 

BUPATI DEMAK 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI DEMAK 

NOMOR  83  TAHUN 2019 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 25 TAHUN 2017 

TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN 

BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KADALUWARSA 

                                                                                                        

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI DEMAK, 

Menimbang  :  a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (3) 

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012 

tentang Pajak Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati 

Demak Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Penghapusan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan 

Perdesaan Dan Perkotaan Yang Sudah Kadaluwarsa; 

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Demak              

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan 

Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 

Kabupaten Demak, Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Pelayanan Pajak Bumi dan Perkotaan (UPTD PBBP2) tidak 

dibentuk kembali dan kewenangan verifikasi/penelitian 

piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih 

lagi menjadi kewenangan Kepala Sub Bidang Penerimaan, 

Penagihan dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan 

Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah; 

c. bahwa guna mengakomodir pelimpahan kewenangan 

verifikasi/penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, 

perlu diubah dan disesuaikan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 

Demak Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan Yang Sudah Kadaluwarsa; 

 

 



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang   Nomor   33   Tahun   2004   tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679);  

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran   Negara   Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5601); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata 

Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah (Lembaran   

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                  

Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35               

Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara 

Penghapusan Piutang Negara / Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia   

Tahun 2011 Nomor 310); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007             

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak 

Nomor 10); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak 

Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Demak Nomor 3); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak 

Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Demak Nomor 5); 

14. Peraturan Bupati Demak Nomor 26 Tahun 2012 tentang 

Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Berita Daerah 

Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 26); 

15. Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2016 tentang 

Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan 

Aset Daerah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten 

Demak Tahun 2016 Nomor 61) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 6 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 60 

Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, 

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan 

Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak 

(Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 6); 

16. Peraturan Bupati Demak Nomor 25 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan Yang Sudah Kadaluwarsa (Berita 

Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 25); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 25 TAHUN 2017 

TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI 

DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG 

SUDAH KADALUWARSA. 



Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 25 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang sudah 

kadaluwarsa, diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga 

Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 6 

1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang 

pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), wajib 

dilakukan penelitian administrasi, bilamana perlu 

penelitian lapangan; 

2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh Kasubid Penerimaan, Penagihan dan 

Pelaporan yang dituangkan ke dalam laporan hasil 

penelitian; 

3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dibuat per objek pajak atau kolektif per 

Desa/Kelurahan dengan diketahui oleh Kepala Bidang 

Pendapatan dan Kepala Badan. 

 

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, 

sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: 

 

PasaI 7 

1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Kasubid Penerimaan, 

Penagihan dan Pelaporan menyusun daftar usulan 

penghapusan piutang pajak;  

2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala 

Badan melalui Kepala Bidang Pendapatan;  

3) Kepala Bidang Pendapatan menyampaikan daftar 

usulan penghapusan piutang pajak yang telah diteliti 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala 

Badan; 

4) Kepala Badan menyampaikan daftar usulan 

penghapusan piutang pajak yang telah diteliti 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.  

 

 

 

 

 

 

 



3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 10 

Tata cara penghapusan piutang pajak hasil pelimpahan 

dari KPP Pratama diatur sebagai berikut: 

(1) Permohonan penghapusan piutang pajak diusulkan 

oleh Kepala Badan kepada Bupati; 

(2) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan dengan atau 

tanpa menyebutkan Nomor Obyek Pajak, nama dan 

alamat Wajib Pajak; 

(3) Hapus tagih dan hapus buku atas piutang tersebut 

sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang 

berlaku.  

 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.  

       

 

Ditetapkan di Demak 

pada tanggal 11 Oktober 2019 

 

BUPATI DEMAK, 

 

        TTD 

 

HM. NATSIR  

 

 

 

 

NO. JABATAN PARAF 

1. SEKDA  

2. ASISTEN I  

3. KABAG HUKUM  

4. KA BPKPAD  

Diundangkan di Demak 

pada tanggal 14 Oktober 2019 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, 

 

TTD 

 

SINGGIH SETYONO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 83 


